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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada tanggal 24 Februar 2004 
Mahkamah Konsttus telah menjatuhkan 
Putusan Nomor  011-017/PUU-I/2003. 
Perkara a quo merupakan uj materl 
(judicial review) terhadap ketentuan Pasal 60 
huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003. Putusan 
Mahkamah Konsttus Nomor 011-017/PUU-
I/2003 amarnya menyatakan: 1) mengabulkan 
permohonan pengujan undang-undang 
yang dajukan oleh sebagan Pemohon; 2) 
menyatakan Pasal 60 huruf g UU Nomor 
13 Tahun 2003 Tentang Pemlhan Umum 
Anggota Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan 
Perwaklan Daerah, dan Dewan Perwaklan 
Rakyat Daerah bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republk 
Indonesa Tahun 1945; 3) menyatakan Pasal 
60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tdak 
mempunya kekuatan hukum mengkat.
Mahkamah Konsttus dalam perkara 
a quo mencabut ketentuan Pasal 60 huruf 
g. Indonesa secara konsttusonal melarang 
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adanya perlakuan dskrmnas. Dalam 
UUD 1945 berbaga perlakuan dskrmnatf 
dlarang sesua Pasal 27 ayat (1), Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28I  ayat (2) yuncto 
Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asas Manusa yuncto Pasal 
21 Deklaras Unversal Hak-Hak Asas 
Manusa (DUHAM) dan Pasal 25 Kovenan 
Internasonal Tentang Hak-Hak Spl dan 
Poltk.
Dalam Putusan a quo salah satu Hakm 
Konsttus memberkan pendapat berbeda 
(dissenting opinion) yang mengatakan bahwa 
Pasal 60 huruf g seolah-olah tdak selalu 
sejalan dengan semangat yang terkandung 
dalam beberapa pasal UUD 1945.  Adanya 
pembatasan tersebut tdak bertentangan 
dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) dan 
Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Perubahan 
Kedua. Sedangkan Mahkamah Konsttus 
berpendapat bahwa ketentuan Pasal 60 huruf 
g tdak  relevan dengan upaya rekonslas 
nasonal, Indonesa yang lebh demokrats 
dan berkeadlan. 
Pandangan Mahkamah Konsttus 
tersebut adalah sesua dengan tugas 
dan wewenangnya sebaga pengawal 
konsttus, penafsr konsttus, pengawal 
demokras2 sekalgus sebaga pelndung hak 
konsttusonal warga negara3. Dengan tugas 
dan wewenang tersebut, akhrnya melalu 
Putusan Mahkamah Konsttus Nomor 011-
017/PUU-I/2003 mencabut ketentuan Pasal 
60 huruf g dnyatakan bertentangan dengan 
Konsttus.
Pencabutan terhadap ketentuan Pasal 
60 huruf g karena dnyatakan sebaga 
pengngkaran terhadap hak-hak asas 
warga negara atau dskrmnas terhadap 
hak konsttusonal (constitutional rights) 
warga negara terkat keyaknan poltk. 
Pengngkaran tersebut tdak saja pada UUD 
1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 melankan 
juga konvens nternasonal tentang hak asas 
manusa (UDHR dan ICCPR). Substans 
Pasal 60 huruf g merupakan hak poltk 
warga negara yang  dmanfestaskan sebaga 
hak dplh (hak plh pasf). 
Sesua dengan ketentuan Pasal 10 
ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konsttus menyebutkan bahwa 
Mahkamah Konsttus berwenang mengadl 
pada tngkat pertama dan terakhr yang 
putusannya bersifat final. Menginggat 
mplkas atas putusan Mahkamah 
Konsttus yang bersfat final and binding 
serta bersfat erga omnes, maka putusannya 
langsung memperoleh kekuatan hukum 
sejak ducapkan dan tdak ada upaya hukum 
yang dapat dtempuh.4  Dengan demkan, 
dapat dmakna bahwa d satu ss putusan 
Mahkamah Konsttus member jamnan 
terhadap perlndungan hak asas manusa, 
termasuk terhadap perlndungan hak dplh 
di sisi lain putusannya bersifat final dan 
tdak ada upaya hukum lan serta mengkat 
semua phak. 
Berdasarkan uraan d atas 
menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 60 
huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tdak 
saja menunjukkan adanya konflik norma 
melankan normanya pun kabur. Dengan 
latar belakang tersebut, penuls tertark 
untuk menuls: ”Implkas Yurds Putusan 
Mahkamah Konsttus Nomor 011-017/
2 Jmly Asshddqe, 2006a, Sengketa Kewenangan 
Antarlembaga Negara, Jakarta, Konsttus Press, Cet. 
I, hlm.105.
3 Jenedjr M. Gaffar, 2012,  Politik Hukum Pemilu, 
Jakarta, Konsttus Press, hlm.7. 
4 Maruarar Sahaan, 2005, Hukum Acara Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,  Konsttus 
Press, hlm.208.
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PUU-I/2003 Terhadap Perlndungan Hukum 
Hak Dplh.”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang d atas, 
masalah dapat drumuskan sebaga berkut: 1) 
bagamana pengaturan perlndungan hukum 
hak dplh dalam sstem ketatanegaraan 
Indonesa? 2) apa mplkas yurds Putusan 
Mahkamah Konsttus Nomor 011-017/
PUU-I/2003 terhadap perlndungan hukum 
hak dplh?”
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dar peneltan n adalah 
untuk: a) mengetahu bagamana pengaturan 
perlndungan hukum hak dplh dalam 
sstem ketatanegaraan Indonesa; b) sebaga 
bahan dalam pengembangan lmu hukum 
terutama terkat mplkas yurds Putusan 
Mahkamah Konsttus Nomor 011-017/UU-
I/2003 terhadap perlndungan hukum hak 
dplh.  
1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dar peneltan n adalah 
untuk: a) mendekrpskan dan menganalss 
pengaturan perlndungan hukum hak dplh 
dalam sstem ketatanegaraan Indonesa; b) 
mendekrpskan dan menganalss mplkas 
yurds Putusan Mahkamah Konsttus 
Nomor 011-017/PUU-I/2003 terhadap 
perlndungan hukum hak dplh.
II. METODE PENULISAN
Metode peneltan  pada dasarnya 
merupakan cara lmah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.5 
Jens peneltan dalam tess n menggunakan 
metode peneltan hukum normatf,6 yatu 
suatu prosedur peneltan lmah untuk 
menemukan kebenaran berdasarkan logka 
lmu hukum dar ss normatf, terutama 
berkatan  dengan  Putusan Mahkamah 
Konsttus Nomor 011-017/PUU- I/2003 
yang membatalkan ketentuan Pasal 60 huruf 
g. Dalam peneltan n dgunakan pendekatan 
undang-undang (statute approach), yakn 
menelt undang-undang yang mempunya 
relevans terkat dengan pemenuhan hak 
poltk, terutama hak dplh. Pendekatan kasus 
(case approach) dgunakan untuk menelt 
putusan a  quo yang membatalkan ketentuan 
Pasal 60 huruf g. Selanjutnya, pendekatan 
konseptual (conceptual approach) dlakukan 
dengan mempelajar pandangan, konsep, 
prnsp, norma hukum, bak norma hukum 
nasonal maupun norma hukum nternasonal 
(deklaras dan konvens), terutama terkat 
dengan perlndungan hukum hak dplh.
Sumber bahan hukum yang dgunakan 
dalam peneltan n adalah sumber bahan 
hukum prmer antara lan: UUD 1945, UU 
Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 12 
Tahun 2003, UU Nomor 24 Tahun 2003, 
UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 42 
Tahun 2008,  Putusan Mahkamah Konsttus 
Nomor 011-017/PUU-I/2003, Deklaras 
Unversal Hak-Hak Asas Manusa, serta 
Kovenan Internasonal Tentang Hak-Hak 
Spl dan Poltk. Sedangkan  sumber bahan 
hukum sekunder berupa buku-buku teks, 
jurnal hukum dan bahan hukum terser 
berupa kamus.
Pengumpulan bahan hukum dlakukan 
melalu nventarsas. Langkah selanjutnya 
6 Johnny Ibrahm, 2006, Teori & Metodologi 
Penelitian Hukum Normatif, Malang. 
Bayumeda Publshng, hlm.57.
5 Sugyono, 2013, Cara Mudah Menyusun Skripsi, 
Tesis dan Disertasi, Bandung, Alfabeta, hml.18. 
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adalah mengidentifikasi dan mengkaji atau 
menelaah bahan-bahan hukum dmaksud. 
Pengolahan dan menganalss bahan hukum 
yang terkumpul, bak bahan hukum prmer, 
sekunder maupun terser danalss secara 
deskrptf.  Dengan demkan, tulsan n 
bersfat analss dskrptf.
III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan Hukum Hak Dipilih 
dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia
Perlndungan hukum hak dplh 
dalam sstem ketatanegaraa Indonesa 
dapat dcermat dar Pembukaan UUD 
1945, Batang Tubuh UUD 1945, dan 
peraturan perundangan-undangan, termasuk 
deklaras maupun konvens nternasonal 
tentang hak asas manusa, khususnya 
tentang perlndungan hukum hak dplh. 
Dalam konteks n, hal tersebut tdak dapat 
dlepaskan dengan konseps negara hukum 
maupun konseps kedaukatan rakyat vis 
a vis merupakan bagan dar hak asas 
manusa (HAM) sebaga tercermn dalam 
Alena I sampa Alena IV Pembukaan UUD 
1945 dan pasal-pasal dalam Batang Tubuh 
UUD 1945. Dalam Alena IV dnyatakan: 
“Kemudan dar pada tu untuk membentuk 
suatu pemerntahan Negara Indonesa yang 
melndung segenap bangsa Indonesa dan 
seluruh tumpah darah Indonesa…dalam 
suatu Undang-Undang Negara Indonesa, 
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
Republk Indonesa yang berkedaulatan 
rakyat...” Pernyataan tersebut mengandung 
makna bahwa Konsttus Negara Republk 
Indonesa dmana sstem pemerntahan 
Negara Republk Indonesa ddasarkan atas 
kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat serng 
dmakna sebaga bentuk pemerntahan 
yang berpaham demokras dmana bentuk 
pemerntahan  dan pemerntah dplh oleh 
rakyat.   
Sejalan dengan uraan tersebut, bla 
dkatkan dengan  pengaturan perlndungan 
hukum hak dplh, maka hal tersebut dapat 
dtelusur dalam Pembukaan UUD 1945 
dan dalam pasal-pasal dalam Batang Tubuh 
UUD 1945. Perlndungan hukum menjad 
bagan dar hak asas manusa yang telah 
datur dalam Konsttus Negara Republk 
Indonesa.
Sebelum menelusur muatan mater 
hak asas manusa, terutama terkat dengan 
pelndungan hukum  hak dplh dalam sstem 
ketatanegaraan Indonesa, maka pada uraan 
berkut durakan tentang termnolg, konsep 
maupun pandangan tentang perlndungan 
hukum.
Dalam Kamus Umum Bahasa 
Indonesia karangan WJS Poerwadarmnta, 
durakan bahwa perlndungan dartkan 
sebaga tempat berlndung, dar hal (perbuatan 
dan sebaganya) memperlndung.7
Perlndungan hukum bag rakyat d 
Indonesa sebaga akbat dar tndakan hukum 
pemerntah ada  beberapa kemungknan, 
tergantung dar nstrumen hukum yang 
dgunakan pemerntah. Instrumen hukum 
pemerntah yang lazm dgunakan adalah 
suatu peraturan perundang-undangan yang 
dbentuk atau sebaga produk DPR bersama 
Presden. Perlndungan hukum sebaga 
akbat dterbtkannya peraturan  perundang-
undangan dapat dtempuh melalu 
permohonan uj materl (judicial review)  
7 WJS Poerwadarmnta, 2003, Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, Jakarta, Bala Pustaka, Cet. XV., 
Hlm.670.  Lhat juga Anton M. Moelyono (Peny.), 
1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 
Departemen Penddkan dan Kebudayaan Republk 
Indonesa,hlm.52.
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ke Mahkamah Agung  dan Mahkamah 
Konsttus. Permohonan uj materl (judicial 
review) yang dajukan ke Mahkamah Agung 
melngkup pengujan peraturan perundang-
undangan d bawah undang-undang (sesua 
dengan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 5 
Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 
14 Tahun 1984 Tentang Mahkamah Agung, 
LN-RI Tahun 2004 Nomor 9). Sedang 
permohonan uj materl (judicial review) ke 
Mahkamah Konsttus melngkup pengujan 
undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republk Indonesa Tahun 
1945 (sesua dengan Pasal 10 ayat (1) butr 
a  UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konsttus, LN-RI Tahun 2003 
Nomor 98). Oleh karena tu, menurut 
Sald Isra bahwa  judicial review menjad 
salah satu cara untuk menjamn hak-hak 
kenegaraan yang dmlk oleh seseorang 
warga negara pada poss dametral dengan 
kekuasaan pembuatan peraturan, termasuk 
undang-undang.8
Pengaturan hak asas manusa dalam 
Konsttus Negara Republk Indonesa  datur 
dalam Pasal 27 sampa Pasal 34. Pengaturan 
hak asas manusa dalam Konsttus 
tersebut mengandung makna bahwa negara 
mengaku keberadaan hak asas manusa, 
termasuk perlndungan hukum tentang 
“bersamaan kedududukan dalam hukum dan 
pemerntahan”. Hal tersebut  datur dalam 
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.  Ketentuan 
tersebut secara konsttusonal dapat dmakna 
bahwa setap warga negara mempunya 
kedududukan yang sama d dalam hukum 
dan pemerntahan. Dalam konteks n, 
buny ketentuan konsttusonal tersebut 
dapat juga dmakna bahwa setap warga 
negara mempunya kedudukan yang sama 
d dalam hukum dan pemerntahan. Setap 
warga negara mempunya hak dplh yang 
sama dengan warga Negara lannya. negara 
menjamn adanya perlndungan hak asas 
manusa, termasuk perlndungan hukum 
terhadap hak dplh.
Pengaturan hak asas  manusa dalam 
UUD 1945 Pasca Perubahan telah mengalam 
perubahan yang signifikan dan perumusannya 
menjad sangat lengkap. Oleh karena tu, 
Jmly Asshddqe menyebut UUD 1945 
merupakan salah satu undang-undang dasar 
yang palng lengkap memuat perlndungan 
hak asas manusa.9  Pengaturan hak asas 
manusa secara khusus datur dalam Bab 
XA “Hak Asas Manusa”, dar Pasal 28A 
sampa Pasal 28J.  Pengaturan hak asas 
manusa, khususnya terkat perlndungan 
hukum secara rnc datur dalam Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I 
ayat (2) UUD 1945 Perubahan Kedua. 
Secara konsttusonal, setap orang berhak 
atas pengakuan, jamnan, perlndungan, dan 
kepastan hukum yang adl serta perlakuan 
yang sama dhadapan hukum. Demkan 
pula bahwa setap warga negara berhak 
memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerntahan. Oleh karena tu setap orang 
berhak bebas dar perlakuan yang bersfat 
dskrmnatf atas dasar apa pun dan berhak 
mendapatkan perlndungan terhadap 
perlakuan yang bersfat dskkrmnatf.
Dar ketentuan konsttusonal 
tersebut menunjukkan bahwa negara, 
8 Sald Isra, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: 
Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam 
Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta, PT. 
RajaGrafindo Persada, hlm.293.
9 Jmly Asshddqe, 2006b, Pengantar Ilmu Hukum 
Tata Negara (Jld II), Jakarta, Sekretarat   Jenderal 
dan Kepanteraan Mahkamah Konsttus Republk 
Indonesa, hlm.104-105.
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terutama pemerntah berkewajban untuk 
menghormat (to resfect), memenuh (to 
fulfill), dan melndung (to protect) hak asas 
manusa  setap warga negara. Dalam katan 
n, negara member pengakuan, jamnan, 
perlndungan dan kepastan hukum yang adl 
serta perlakuan yang sama dhadapan hukum. 
Jamnan atas pelaksanaan hak asas manusa 
tersebut sepenuhnya menjad tanggung 
jawab negara, khususnya pemerntah. 
Bagamana negara menghormat, memenuh, 
dan melndung hak asas manusa tersebut 
merupakan tanggung jawabnya. Penegasan 
terhadap tanggung jawab dan kewajban 
tersebut, dsebutkan dalam Pasal 28I ayat 
(4) dmana: “:Perlndungan, pemajuan, 
penegakan, pemenuhan hak asas manusa 
adalah tanggung jawab negara, terutama 
pemerntah”. Sedangkan bagamana 
menegakkan dan melndung hak asas 
manusa, dsebutkan dalam Pasal 28I 
ayat (5) dmana: “Untuk menegakkan 
dan melndung hak asas manusa sesua 
dengan prnsp-prnsp negara hukum yang 
demokrats, maka pelaksanaan hak asas 
manusa djamn, datur dan dtuangkan 
dalam peraturan perundang-undangan”. 
Dengan uraan d atas jelas 
menunjukkan bahwa hak asas manusa 
sebaga hak konsttusonal (constitutional 
rights)  warga negara telah menjad tekad 
dan komtmen  negara untuk menghormat, 
memenuh, dan melndungnya. Oleh karena 
tu menjad kewajban dan tanggung jawab 
negara untuk menghormat, memenuh, dan 
melndung hak asas manusa tersebut. 
Sejalan dengan uraan d atas, 
sesungguhnya UUD 1945 Perubahan 
Pertama sampa Keempat (dar tahun 1999 
sampa tahun 2002) merupakan produk 
Gerakan Reformas dmana rakyat dan 
bangsa Indonesa menuntut dadakannya 
amandemen terhadap UUD 1945. Mater 
muatan UUD 1945 tdak dapat dlepaskan 
dar tekad dan semangat rakyat, bangsa 
Indonesa, termasuk lembaga-lembaga 
Negara dan seluruh Aparatur Pemerntahan 
untuk menghormat, menegakkan dan 
menyebarluaskan pemahaman mengena 
hak asas manusa. Tekad dan semangat 
tersebut tertuang dalam Tap MPR-RI Nomor 
XVII/MPR/1998. Dalam perkembangan 
selanjutnya dan sekalgus sebaga tndaklanjut 
atas tekad dan semangat tersebut tercermn 
dalam UU Nomor 39 Tahun 1999  yang 
dsahkan pada tanggal 23 September 1999 
(LN-RI Tahun 1999 Nomor 165) sebaga 
salah satu undang-undang yang secara 
khusus mengatur tentang hak asas manusa.
 Jka dtelusur mater muatan UU 
Nomor 39 Tahun 1999 tersebut, ternyata 
dadops menjad mater muatan UUD 
1945 Perubahan Kedua, khususnya terkat 
tentang hak asas manusa. Namun, dalam 
UU Nomor 39 Tahun 1999 secara khusus 
dmuat ketentuan normatf terkat tentang 
“hak dplh” sebaga durakan pada 
“Bagan Kedelapan: Hak Turut Serta dalam 
Pemerntahan” dalam Pasal 43 ayat (1) dan 
ayat (2).
Adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) 
dan ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa 
perlndungan hukum hak dplh sebaga hak 
setap warga negara wajb dlndung. Untuk 
mengmplementaskan hak dplh sebaga 
bagan dar hak asas manusa tersebut 
dtentukan dalam peraturan perundangan-
undangan dan dengan tetap berpegang 
melalu mekansme pemungutan suara yang 
mengedepankan asas langsung, umum, bebas 
, dan rahasa serta judul dan adl (asas luber 
dan jurdl).
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Pada bagan lan harus daku bahwa 
Negara Republk Indonesa sebaga negara 
merdeka memang tdak dapat dlepaskan 
dengan norma-norma hukum nternasonal. 
Dalam hal n termasuk deklaras maupun 
konvens nternasonal tentang hak asas 
manusa. Dengan demkan, sebagamana 
durakan sebelumnya bahwa Proklamas 
Kemerdekaan Negara Republk Indonesa 
pada tanggal 17 Agustus 1945 sebaga 
tercermn dalam Pembukaan UUD 
1945 sarat dengan kandungan amanat 
kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, 
dan keadlan. Sebaga Negara yang 
dproklamaskan dalam suasana Perang 
Duna II, maka suasana yang berkembang 
d duna nternasonal menjad perhatan dan 
kepedulan para founding fathers bangsa 
ketka tu. Masyarakat nternasonal melalu 
Majels Umum Perserkatan Bangsa-Bangsa 
telah mencetuskan Deklaras Unversal Hak-
Hak Asas Manusa (Universal Declaration 
of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 
1948. DUHAM terdr atas 30 pasal, tdak 
saja  memuat hak spl dan hak poltk 
melankan hak ekonom, hak sosal, dan hak 
budaya. Dalam konteks hak dplh sebaga 
bagan dar hak poltk, dalam DUHAM 
datur  dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3). 
Apa yang dtentukan dalam Pasal 21 
DUHAM tersebut memberkan landasan 
moral bag setap negara untuk memberkan 
penghormatan, jamnan dan pemenuhan, 
dan perlndungan terhadap hak-hak poltk, 
terutama hak dplh bag setap warga negara. 
Pelbatan dalam pemerntahan, bak secara 
langsung maupun tdak langsung merupakan 
hak. Untuk mewujudkan hak poltk tersebut, 
setap warga negara mempunya kesempatan 
dan kedudukan hukum yang sama. Tdak ada 
perlakuan dskrmnatf.
Setelah munculnya DUHAM, pada 
tahun 1966 PBB mengeluarkan Kovenan 
Internasonal Tentang Hak-Hak Spl dan 
Poltk (International Covenant on Civil and 
Political Rights/ ICCPR). Pada hakekatnya 
munculnya ICCPR n tdak lan adalah 
untuk member perhatan dan perlndungan 
terhadap hak asas manusa, khususnya 
terkat dengan hak spl dan hak poltk 
yang menjad fondas bag terpenuh dan 
terwujudnya hak-hak asas manusa, terutama 
hak spl dan hak poltk wargan negara. Hak 
dplh sebaga bagan dar hak poltk, dalam 
ICCPR dtentukan dalam Pasal 25 butr (a), 
butr (b), dan butr (c).
Dengan ketentuan Pasal 25 ICCPR 
tersebut menunjukkan bahwa setap warga 
negara mempunya hak dan kesempatan 
yang sama tanpa ada perbedaan dalam 
menjalankan hak poltknya, terutama dalam 
menggunakan hak dplh. Penggunaan hak 
dplh tersebut dlakukan melalu mekansme 
Pemlham Umum.  Mekansme dmaksud 
tetap berpegang pada asas kerahasan dan 
bebas untuk memlh sesua kehendak para 
pemlh.         
Berdasarkan uraan d atas, nampaklah 
bahwa pengaturan perlndungan hukum hak 
dplh dalam sstem ketatanegaraa Indonesa 
tdak saja tercermn dalam Pembukaan 
UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 
melankan juga datur dalam peraturan 
perundang-undangan, bak dalam Tap MPR-
RI Nomor XVII/MPR/1998, UU Nomor 39 
Tahun 1999 maupun dalam DUHAM dan 
ICCPR.
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3.2 Implikasi Yuridis Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor  011-
017/PUU-I/2003
Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 
Tahun 2003 dtentukan bahwa Mahkamah 
Konsttus berwenang mengadl pada tngkat 
pertama dan terakhr yang putusannya 
bersifat final. Selanjutnya dalam Pasal 
47 dtentukan bahwa putusan Mahkamah 
Konsttus memperoleh kekuatan hukum 
tetap sejak selesa ducapkan dalam sdang 
pleno terbuka untuk umum. Itu berart bahwa 
putusan Mahkamah Konsttus langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak 
ducapkan dan tdak ada upaya hukum yang 
dapat dtempuh.10 Oleh karena tu,  putusan 
Mahkamah Konsttus bersfat final and 
binding. 
Kekuatan mengkat putusan Mahkamah 
Konsttus berbeda dengan putusan peradlan 
basa. Kekuatan mengkat tdak hanya 
bag phak-phak yang berperkara, sepert: 
Pemohon, Termohon, Pemerntah, DPR/
DPD ataupun phak terkat yang dznkan 
memasuk proses perkara melankan juga 
mengkat bag semua orang, lembaga negara 
dan badan hukum dalam wlayah Republk 
Indonesa. Putusan dmaksud berlaku sebaga 
hukum sebagamana hukum  dbentuk oleh 
pembentuk undang-undang (DPR bersama 
Presden). Hakm Mahkamah Konsttus 
dkatakan sebaga Negative Legislator 
yang putusannya bersfat erga omnes yang 
dtujukan pada semua orang.11
Pada analss berkut, terutama terkat 
dengan Putusan Mahkamah Konsttus 
Nomor 011-017/PUU-I/2003 berkut 
durakan tentang: a)  mplkas yurds hanya 
pada lembaga perwaklan, b) Implkas 
yurds terhadap perlndungan hukum hak 
dplh.
3.2.1 Implikasi Yuridis Putusan Hanya 
pada Lembaga Perwakilan
Keberadaan hak dplh telah 
dakomodas dalam Pemlhan Umum 
Legslatf. Dalam hal n mesk sesungguhnya 
permasalahan berhubungan dengan hak 
dplh, namun  pada dasarnya adalah untuk 
semua jabatan publk. Pasal 60 huruf g dcabut 
atau dbatalkan keberlakuannya sesua dengan 
Putusan Mahkamah Konsttus  Nomor 011-
017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februar 2004 
seharusnya djadkan landasan yurds oleh 
pembentuk undang-undang (DPR bersama 
Presden). Dalam pembentukan undang-
undang berkutnya, terutama UU Nomor 
10 Tahun 2008 Tentang Pemlhan Umum 
Anggota Dewan Perwaklan Rakyat, Dewan 
Perwaklan Daerah, dan Dewan Perwaklan 
Rakyat Daerah (LN-RI Tahun 2008 Nomor 
51) tdak lag mencantumkan persyaratan 
sebagamana dmaksud Pasal 60 huruf g 
UU Nomor 12 Tahun 2003 (Pasal 12 UU 
Nomor 10 Tahun 2008). Dengan demkan, 
mplkas yurds Putusan Mahkamah 
Konnsttus Nomor 011-017/PUU-I/2003 
terhadap perlndungan hukum hak dplh 
nampak  konkret dalam UU Nomor 10 Tahun 
2008, yatu dengan tdak lag mencantumkan 
persyaratan yang dskrmnatf. Pembentuk 
undang-undang, bak DPR bersama Presden 
menjadkan Putusan Mahkamah Konsttus 
tersebut sebaga landasan yurds dalam 
membentuk undang-undang.
Namun, semangat berbeda terlhat 
manakala DPR bersama Presden membentuk 
undang-undang selan UU Nomor 10 Tahun 
2008 dmana untuk jabatan publk yang 
bersfat strategs mash mencantumkan 
10 Maruarar Sahaan, 2005, Ibid., hlm.208.
11 Maruarar Sahaan, Ibid.
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persyaratan “terlbat secara langsung atau 
tdak langsung dengan pemberontakan 
PKI”.
Adanya kalmat “terlbat langsung 
atau tdak langsung dengan pmberontakan 
PKI” dmakna sebaga bekas anggota 
organsas terlarang PKI, termasuk 
organsas massanya, atau bukan orang yang 
terlbat langsung dalam G.30.S/PKI. Dalam 
konteks n, pencantuman persyaratan 
tersebut terdapat pada syarat calon Presden 
dan Wakl Presden sebagamana dmaksud 
dalam Pasal 5 huruf q UU Nomor 42 Tahun 
2008. 
Dalam perspektf hak asas manusa, 
pencantuman persyaratan sebagamana 
dmaksud Pasl 5 huruf q UU Nomor 42 
Tahun 2008 bertentangan dengan hak 
konsttusonal (constitutional rights) warga 
negara, bak sebagamana dtentukan dalam 
Konsttus Negara Republk Indonesa, 
peraturan perundang-undangan Indonesa 
maupun dalam nstrumen nternasonal 
tentang hak asas manusa. Dalam Konsttus 
Negara Republk Indonesa, negara terutama 
pemerntah menjamn penghormatan, 
pemenuhan, dan perlndungan terhadap hak-
hak asas manusa, terutama memberkan 
perlndungan hukum hak dplh kepada 
setap warga negara.  Oleh karena hak asas 
manusa merupakan hak konsttusonal 
(constitutional rights) warga negara, maka 
telah seharusnya  menjad dasar dalam 
pengakomodasan hak-hak warga negara 
dalam persamaan kedudukan hukum dan 
pemerntahan, termasuk untuk mencalonkan 
dr sebaga pemmpn tertngg neger n, 
yatu sebaga Calon Presden dan Calon 
Wakl Presden dalam suatu Pemlhan 
Umum.
Konds sebagamana dkemukakan 
d atas merupakan bentuk dskrmnas 
dalam bdang poltk. Dskrmnas dalam 
konteks n merujuk kepada perlakuan 
yang tdak adl terhadap ndvdu warga 
negara tertentu. Secara umum, dskrmnas 
memberlakukan perbedaan peraturan atas 
pemberlakuan secara tdak adl, bak terkat 
suku, ras, agama, antar golongan, kelamn, 
kondisi fisik,  kepercayaan, aliran politik, 
dan lannya.
Dalam perspektf Pemlhan Umum 
Presden dan Wakl Presden yang 
ddasarkan pada UU Nomor 42 Tahun 
2008  yang mash mencumkan persyaratan 
calon Presden dan calon Wakl Presden 
harus bebas dar keanggotaan PKI maupun 
smpatsannya merupakan bentuk perlakuan 
dskrmnas terhadap hak poltk warga 
negara. Konds tersebut tdak boleh terjad, 
apalag kebjakan dskrmnatf tersebut 
dlakukan oleh negara. Negara sebaga phak 
yang seharusnya menghormat, memenuh, 
melndung, dan bertanggung jawab untuk 
memastkan terpenuhnya hak konsttusonal 
(constitutional rights) warga negara tersebut 
berlaku tanpa dskrmnas.
Dalam konteks rekrutmen 
kepemimpinan seharusnya direfleksikan 
pada pengakomodasan seluruh warga 
negara untuk secara sehat, fair dan terbuka 
berkompets ddasarkan pada hak asas 
manusa yang menekankan tdak ada 
pembatasan, penympangan, dan perlakuan 
dskrmnas. Pemlhan Umum sebaga sarana 
perwujudan demokras tdak seharusnya 
ternoda dengan adanya pembatasan hak 
partspas poltk warga negara. Ketentuan 
UU Nomor 42 Tahun 2008 tersebut sudah 
tdak relevan dalam menumbuhkan budaya 
hukum yang  demokrats sejalan dengan 
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konseps Negara Republk Indonesa sebaga 
Negara hukum. 
Dalam perspektf n kranya Putusan 
a quo tersebut seharusnya djadkan sebaga 
landasan untuk mengakomodaskan hak 
warga negara, terutama hak dplh dalam 
Pemlhan Umum Presden dan Wakl 
Presden dan Pemlhan Umum untuk jabatan 
publk yang lannya. Dengan demkan, 
pengakomodasan  atas Putusan a quo harus 
dperluas, sehngga  tdak saja menjad 
landasan yurds  untuk Pemlhan Umum 
anggota legslatf melankan untuk semua 
jabatan publk, bak pada bdang legslatf, 
eksekutf (dalam hal n Presden dan Wakl 
Presden) maupun pada jabatan yudkatf.
Sebaga nstrumen nternasonal 
yang juga dakomodaskan dalam sstem 
penegakan dan perlndungan hak asas 
manusa d Indonesa, maka ketentuan 
hukum sebagamana  datur dalam Pasal 25 
huruf b Kovenan Internasonal Tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi 
melalu UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang 
Pengesahan Internatonal Covenant on Cvl 
and Poltcal Rghts (Kovenan Internasonal 
Tentang Hak-Hak Spl dan Poltk, LN-RI 
Tahun 2005 Nomor 119). 
Berdasarkan uraan d atas, dapat 
dmakna bahwa terkat adanya perlakuan 
dskrmnatf  terhadap hak asas manusa, 
termasuk tentang hak dplh sebaga bagan 
hak poltk tentu tdak ada nterpretas lan 
selan mencabut ketentuan tersebut. Artnya, 
bag Negara, termasuk pemerntah tdak ada 
argumentas yang membenarkan adanya 
pembatasan  hak poltk mantan anggota 
PKI dan smpatsannya. Negara seharusnya 
menghormat, memenuh, dan melndung 
hak dplh warga negara sebaga bagan 
dar hak asas manusa. Dalam konteks 
n, untuk menghormat, memenuh, dan 
melndung hak dplh merupakan tanggung 
jawab negara, khususnya pemerntah. 
Oleh karena tu, adanya Putusan  a quo 
telah mencabut ketentuan yang danggap 
berlaku dskrmnatf, bertentangan dengan 
hak konsttutonal  (constitutional rights) 
warga negara seharusnya djadkan referens 
dalam pembentukan undang-undang ke 
depan. Dengan kalmat lan, hendaknya hak 
dplh dapat dakomodaskan tanpa adanya 
pembatasan-pembatasan yang bertentangan 
dengan hak asas manusa.
3.2.2 Implikasi Yuridis dalam Bidang 
Politik untuk Hak Dipilih
Pada prnspnya pendapat para Hakm 
Konsttus yang kemudan dtuangkan 
dalam putusan pada permohonan uj materl 
(judicial review) tersebut sangat tepat 
mesk ada salah satu Hakm Konsttus 
berpendapat berbeda (dissenting opinion). 
Bahwa secara tersurat dan tegas tanpa harus 
ada pernafsran terhadap ketentuan Pasal 
1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Kedua 
dnyatakan: “Negara Indonesa adalah 
negara hukum.”  Dengan adanya ketentuan 
Pasal 60 huruf g tersebut dmana warga 
negara yang hak konsttusonalnya dbatas 
berhak mengajukan uj materal (judicial 
review) ke Mahkamah Konsttus.
Meskpun secara prakts UU Nomor 12 
Tahun 2003 sudah dubah dengan UU Nomor 
10 Tahun 2008, namun dalam konteks n 
relevan untuk dkedepankan. Kedua undang-
undang tersebut sesungguhnya merupakan 
mplementas konkret atas ketentuan Pasal 
1 ayat (3) UUD 1045 Perubahan Kedua. 
Dengan demkan,   ketentuan  tersebut 
menurut Jmly Asshddqe  mengandung 
pengertan substansal sebaga: 1) 
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Pengakuan terhadap supremas hukum dan 
konsttus; 2) Danutnya prnsp pemsahan 
dan pembatasan kekuasaan menurut sstem 
konsttusonal  yang  datur  dalam  UUD 
1945; 3) Adanya  jamnan  hak asas 
manusa dalam UUD 1945; 4) Adanya 
prnsp peradlan yang bebas dan tdak 
memhak yang menjamn persamaan setap 
warga negara dalam hukum; 5) Menjamn 
keadlan bag setap orang termasuk terhadap 
penyalahgunaan wewenang oleh phak yang 
berkuasa.12
Uraan Negara hukum tersebut sejalan 
dengan pengertan Rechtsstaat dmana 
menurut Fredrch Julus Stahl mensyaratkan 
beberapa prnsp melput: 1) Perlndungan 
hak asas manusa (grondrechten); 2) 
Pembagan kekuasaan (scheiding van  
machten); 3) Pemerntahan berdasarkan 
undang-undang (wetmatigheid van bestuur); 
dan 4) Adanya peradlan admnstras 
Tata  Usaha Negara (administratieve 
rechtspraak).13
Dalam konteks n dapat dmakna 
bahwa dalam suatu negara hukum, salah 
satu plar terpentngnya adalah adanya 
penghormatan, pemenuhan,  perlndungan, 
dan jamnan terhadap hak asas manusa 
(HAM). Tanpa adanya penghormatan, 
pemenuhan, perlndungan, dan jamnan 
terhadap hak asas manusa (HAM), maka 
negara hukum tersebut akan kehlangan 
maknanya. Dengan kalmat lan, ada 
keterkatan yang tdak bsa dpsahkan antara 
negara hukum, jamnan dan perlndungan 
terhadap hak asas manusa (HAM). 
Perlndungan terhadap hak asas 
manusa dmasyarakatkan secara luas dalam 
rangka mempromoskan penghormatan (to 
respect), perlndungan (to protect), dan 
pemenuhan (to fulfill)  terhadap hak asas 
manusa sebaga cr pentng bag suatu 
negara hukum yang demokrats.14 Makna 
substansalnya bahwa setap manusa sejak 
kelahrannya menyandang hak-hak dan 
kewajban-kewajban yang bersfat bebas 
dan asas. 
Penyelenggaraan kekuasaan suatu 
negara tdak boleh mengurang art atau 
makna kebebasan dan hak asas manusa. 
Penyelenggaraan pemerntahan negara yang 
mengurang makna jamnan dan perlndungan 
terhadap hak-hak warga negara dapat 
dmakna telah melanggar hak asas manusa. 
Kondisi tersebut merupakan  refleksi dari 
sstem pemerntahan yang otorter dan keluar 
dar prnsp negara hukum.
Sejalan dengan hal tersebut, negara 
berkewajban dalam mempromoskan 
penghormatan, pemenuhan, perlndungan, 
dan jamnan terhadap hak asas manusa. 
Pada dasarnya negara  dbentuk  untuk 
menjamn  pelaksanaan  prnsp-prnsp 
hak asas manusa. Hal n menjad tujuan 
pokok dan utama dbentuknya negara, yatu 
melndung, menghormat, dan memenuh 
hak asas manusa.
Berdasarkan uraan tersebut, pada 
prnspnya pembatasan untuk berperan serta 
sebaga calon dalam pencalonan jabatan 
publk dengan menggunakan hak dplh, 
khususnya Presden dan Wakl Presden 
seharusnya juga mengacu pada Putusan a 
quo tersebut. Peraturan perundang-undangan 
dan peraturan lan yang membatas atau 
12 Jmly Asshddqe, 1994, Gagasan Kedaulatan Rakyat 
dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, 
Jakarta, Ichtar Baru Van Hoeve, hlm.79. 
13 Phlpus M. Hadjon, 1988, Pengkajian Ilmu Hukum, 
Surabaya,  Program Pascasarjana Unverstas 
Arlangga, hlm.23.
14 Munasr., 2003,  Hak Politik dalam Perspekltif Hak 
Asasi Manusia, Solo, Penepen Mukt,hlm.65.
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yang menadakan hak pencalonan dmaksud 
merupakan pembatasan terhadap hak dplh 
sebaga hak poltk warga negara. Tndakan 
pembatasan atau penadaan tersebut 
merupakan bentuk perlakuan dskrmnas 
yang bertentangan dengan Konsttus Negara 
Republk Indonesa. 
Interprertas demkan merupakan 
perwujudan negara hukum yang menekankan 
pada tdak adanya dskrmnas. Setap warga 
Negara mempunya berkedudukan sama d 
dalam hukum dan pemerntahan (Pasal 27 
ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan 
ayat (3),  serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 
Perubahan Kedua). Hak dcalonkan atau hak 
dplh terbebas dar perlakuan dskrmnas. 
Hal n yang menjad dasar dar pencabutan 
terhadap ketentuan Pasal 60 huruf g UU 
Nomor 12 Tahun 2003. Dengan demkan, 
mplkas yurds dalam bdang polts untuk 
hak dplh adalah tdak adanya perlakuan 
dskrmnas dalam setap produk legslatf 
yang dbentuk oleh DPR bersama Presden 
maupun produk peraturan perundang-
undangan lannya. 
I V. PENUTUP
4.1 Simpulan
Berdasarkan uraan tersebut, dapat 
dsmpulkan hal-hal sebaga berkut:
1. Perlndungan hukum hak dplh dalam 
sstem ketatanegaraan Indonesa dapat 
dtelusur dar Pembukaan UUD 1945, 
Pasal-Pasal dalam Batang Tubuh, 
terutama Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D 
ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I 
ayat (2) UUD 1945 Perubahan Kedua, 
Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998, 
Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999, 
Pasal 21 Deklaras Unveral Hak 
Asas Manusa, dan Pasal 25 Kovenan 
Internasonal Tentang Hak-Hak Spl 
dan Poltk.
2. Implkas yurds Putusan Mahkamah 
Konsttus Nomor 011-017/PUU-
I/2003 terhadap perlndungan hukum 
hak dplh melput: 
 a) Implkas yurds hanya pada 
lembaga perwaklan dtanda 
dengan tdak dcantumkan lag 
sebaga persyaratan sebaga 
dmaksud Pasal 60 huruf g UU 
Nomor 12 Tahun 2003 dan dalam 
UU Nomor 10 Tahun 2008.
 b) Implkas yurds bdang poltk 
untuk hak dplh adalah tdak 
adanya perlakuan dskrmnas 
dalam setap produk legslatf 
yang dbentuk oleh DPR bersama 
Presden maupun produk peraturan 
perundang-undangan lannya ke 
depan. 
 4.2  Saran
Berdasarkan uraan dan smpulan d 
atas, dsarankan hal-hal sebaga berkut:.
1. Hendaknya peraturan perundang-
undangan atau aturan yang dbentuk 
oleh DPR bersama Presden tdak 
berlaku dskrmnatf.
2. Hendaknya dengan adanya Putusan 
Mahkamah Konsttus Nomor 011-
017/PUU-I/2003 tersebut, dalam 
pembentukan undang-undang oleh 
DPR bersama Presden tdak semata 
dtujukan untuk pembentukan undang-
undang legslatf melankan untuk 
undang-undang jabatan publk, 
termasuk untuk jabatan calon Presden 
dan calon Wakl Presden.
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